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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri

Sipil Kementerian Dalam Negeri dan mengoptimalkan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan
pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam
Negeri, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas
belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih
selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai
dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Tugas Belajar dan Izin

Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;
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Mengingat

Menetapkan

—

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan
bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh
pejabat yang bewenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau
yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya
sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai
Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian
Dalam Negeri.

Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah
hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan
kompetensi Pegawai.

Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status
mendapat Tugas Belajar.

Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status
mendapat Izin Belajar.

Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai
Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara atau pihak ketiga.

Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara
jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor dan program profesi serta
program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi yang menyelenggarakan program studi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi.

Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada
Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang
memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas
Belajar atau Pegawai Izin Belajar.

Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas
Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program
Studi.

Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar
yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
Program Pendayagunaan/re-entry adalah rangkaian
kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai
Selesai 1zin Belajar.

Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan
pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan
dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh
Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai
Izin Belajar.

Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi
dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada
Pegawai Selesai Tugas Belajar.

Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh
Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis
permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang
dipublikasikan melalui media internal Kementerian Dalam
Negeri.

Berbagi Pengetahuan/Sharing Knowledge adalah
presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Pegawai Selesai
Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Pegawai
Selesai 1zin Belajar dalam forum berbagi ide.

Kerangka Acuan Kerja Proyek Pegawai yang selanjutnya
disingkat KAK adalah pedoman pekerjaan Pegawai Selesai

Tugas Belajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
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pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
berdasarkan Publikasi Karya Tulis.

19. Proyek Pegawai adalah implementasi dari KAK yang
dilaksanakan oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang
memiliki manfaat terhadap organisasi.

20. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai
Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja.

21. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan
perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan
kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan
kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau
promosi Pegawai.

22. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada
unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.

23. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, para direktur jenderal dan/atau para kepala
badan.

24. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin
oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Menteri ini yaitu:

a. memberi kesempatan kepada Pegawai untuk
mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan
sesuai dengan bidang tugasnya;

b. memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian Dalam
Negeri untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan
tugas berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan
Pegawai; dan

c. mendayagunakan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan
Pegawai Selesai Izin Belajar sesuai pengetahuan yang
diperoleh dalam mencapai visi dan misi organisasi

Kementerian Dalam Negeri.
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